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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka
	Kajian pustaka berikut akan mengurai teori dan konsep yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis untuk memahami mengapa penelitian perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka bidang studi Ilmu Administrasi Publik. Secara teknis, kajian pustaka membantu peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.
2.1.1 Penelitian Sejenis
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji inisiatif open data baik di tingkat lokal, pusat, regional dan global:
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Centre for Innovation Policy and Governance (2017) yang berjudul “Insiatif Pemerintahan Terbuka: Mojokerto, Pontianak dan Tangerang” bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pemerintahan terbuka di tingkat kota dengan studi kasus yaitu, Mojokerto, Pontianak, dan Tangerang, telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pemerintahan terbuka. Penelitian ini menjelaskan tantangan utama yang dihadapi oleh ketiga kasus tersebut – termasuk oleh kota-kota di Indonesia pada umumnya – dalam menjalankan program-program serta dalam mempertahankan prinsip keterbukaan di dalam pemerintahan. Berdasarkan temuan-temuan penelitian, disimpulkan ada lima faktor yang mempengaruhi penerapan pemerintahan terbuka di ketiga kasus tersebut (tidak berurutan):

1. Kepemimpinan: Keinginan politik dari kepala pemerintahan saat ini untuk memperkenalkan, menerapkan, dan mendorong inisiatif-inisiatif yang berkenaan dengan open government1.
2. Infrastruktur: Ketersediaan atau kurangnya infrastruktur mempengaruhi kualitas dan kemutakhiran program. Infrastruktur bukanlah faktor utama, tetapi keberadaannya menentukan bentuk dan jangkauan program open government, sebagaimana infrastruktur juga membentuk pengguna program.
3. Kapasitas Pemerintah: Kapasitas lembaga dan individu di dalam pemerintahan mempengaruhi kualitas penyampaian serta hasil dari berbagai inisiatif tersebut. Sumber daya – termasuk tetapi tidak terbatas pada – keuangan dan manusia, menentukan proses program dan seberapa terkaitnya program tersebut dengan kebutuhan warga.
4. Komitmen birokratis: Pemimpin visioner perlu didukung dan diartikan ke dalam tindakan nyata oleh birokrasi yang cepat tanggap. Namun seringkali, komitmen birokratis menjadi penghalang dalam inisiatif-inisiatif reformasi, termasuk dalam inisiatif open government.




2.	Rininta Putri Nugroho (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “A comparison of open data policies in different countries Lessons learned for an open data policy in Indonesia” mengambil pelajaran dengan pendekatan perbandingan negara – negara yang telah menerapkan open data (Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Kenya). Berikut hal-hal yang dapat diadopsi oleh Indonesia dalam menerapkan open data:
a.	Kerangka hukum yang lebih kuat yang menjamin pelepasan terus-menerus data dari penerbit data. Kerangka hukum harus mencakup jumlah minimum dataset yang harus dipublikasikan secara teratur dan pengaturan masalah privasi yang terlibat dengan membuka data pada platform yang dapat diakses publik.
b.	Kebijakan operasional yang mencakup lebih banyak aspek dari proses data terbuka seperti keterbacaan mesin dari data dan aksesibilitas dari dataset pada platform data terbuka tanpa registrasi.
c.	Menciptakan ekosistem antara penerbit data dan pengguna data dengan mempertahankan kontak.
d.	Memastikan kualitas data yang dipublikasikan melalui tindakan kualitas informasi tertentu.
e.	Menciptakan sistem pendukung data terbuka melalui perubahan organisasi dan infrastruktur. Perubahan organisasi mencakup penunjukan data terbuka ke agensi spesifik secara terpusat atau entitas organisasi tertentu dalam setiap organisasi penerbit data yang bertanggung jawab atas data yang dipublikasikan. Perubahan infrastruktur dalam hal ini terkait dengan pengembangan infrastruktur TIK yang lebih mendukung dan juga membangun platform open data.
f.	Menciptakan inisiatif di tingkat kabupaten dari pemerintah untuk memicu lebih banyak permintaan data (Nugroho, 2013: 68-69)

3.	Penelitian yang dilakukan Stagars (2016) dalam “Open Data in Southeast Asia “Towards Economic Prosperity, Government Transparency, and Citizen Participation in The ASEAN” mengidentifikasi beberapa faktor dan keadaan unik yang mendukung data terbuka di Asia Tenggara, tetapi pada saat yang sama, ada tantangan dan risiko yang signifikan menghalangi:
a.	Kesadaran yang tinggi akan pentingnya teknologi dan data untuk masa depan kawasan ini: Komunitas aktif dari individu dan kelompok yang berpikiran teknologis yang seringkali telah mengatur konferensi dan hackathon untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang inovatif. Beberapa universitas riset dengan pengakuan internasional juga fokus pada beberapa tantangan yang menekan di kawasan ini, seperti ketahanan pangan, urbanisasi yang cepat, atau "Smart City".
b.	Perkembangan politik dan ekonomi, seperti Asean Economy Community (AEC) atau Sustainable Development Goals (SDGs) menyerukan data yang akurat dan tepat waktu jika ingin berhasil. Pemerintah di Asia Tenggara dapat memanfaatkan momentum dari program global ambisius ini untuk membangun kapasitas dalam open data dan mengeksplorasi kasus penggunaan potensial yang menangani masalah serius, seperti perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, atau ketahanan pangan.













Penelitian tentang open data yang telah dikemukakan tersebut, ada kesamaan dan perbedaan dari hasil dan kesimpulan yang disampaikan. Kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2017), Stagars (2016) adalah kerangka hukum dan kebijakan akan memastikan keberlanjutan penerapan open data. Disisi lain, CIPG (2017) dan Nugroho (2017) sama-sama menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung open data. 
Kesadaran yang tinggi dari komunitas yang berpikir teknologis adalah keadaan pendukung open data di Asean termasuk Indonesia (Stagars, 2017). Hal tersebut menjadi peluang bagi pemerintah seperti yang terkonfirmasi dalam penelitian CIPG (2017), bahwa kemitraan dengan dengan berbagai pihak adalah konsekuensi dari terbatasnya kapabilitas pemerintah. Penelitian yang dilakukan Nugroho (2017) dan Stagars (2016) juga mengidentifikasi pentingnya aspek teknis data, seperti kualitas dan  aksesibilitas data.
Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut terletak pada fokus masing-masing. CIPG (2017), berfokus pada aspek-aspek umum secara keseluruhan sebab merupakan penelitian evaluatif dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2017) yang cenderung lebih holistik mengidentifikasi aspek umum dan teknis penerapan open data yang diambil dari perbandingan praktek terbaik dari beberapa negara sebagai rekomendasi untuk penerapan open data di Indonesia, sedangkan Stagars (2016) memasukkan perkembangan ekonomi dan politik seperti adanya AEC dan SDGs sebagai kondisi yang menekankan pentingnya penerapan open data.


2.1.2. Konsep Administrasi Publik
	Ruang dan waktu memiliki dampak konsekuensial, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam ruang lingkup Administrasi Publik. Tinjauan teoritis ini ingin menjelaskan bahwa open data memiliki benang merah sebagai bagian dari ruang lingkup kajian Adminstrasi Publik. Globalisasi, revolusi teknologi dan komunikasi, ketimpangan sosial ekonomi, politik ditingkat lokal, nasional dan kawasan memiliki dampak signifikan pada praktik administrasi publik.
Tren ini tidak hanya merangsang peluang baru, tapi juga menimbulkan masalah baru. Secara khusus, karena realitas nasional dan internasional yang dinamis, banyak konsep, standar dan teknik administrasi publik sebelumnya telah diubah, disesuaikan, ditambah atau bahkan diganti, walaupun banyak prinsip dasar juga tetap berlaku. Ada 5 faktor yang diidentifikasi oleh United Nations (2013) yang menyebabkan penyesuaian terjadi di dalam Administrasi Publik, yaitu:
1.	Perubahan peran negara
2.	Tren demokratisasi
3.	Perubahan sifat manajemen kebijakan publik
4.	Banyaknya suara aktor dalam proses kebijakan
5.	Penggunaan teknologi informasi yang semakin penting (United Nations, 2013: 4).


















Kepentingan penelitian ini, peneliti mengambil pengertian yang dikemukakan oleh Nicholas Henry yang dikutip oleh Waldt dalam jurnalnya yang berjudul Public Administration and Management as Study Domain The Relevance Debate. African Journal of Public Affairs Volume 6 No. 4 (2013:74)




2.1.2.1. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik
Henry pada tahun 1975 memperkenalkan lima pergeseran paradigma administrasi publik mulai dari dikotomi Politik - Administrasi (1900-1926), Prinsip - Prinsip Administrasi Publik (1927-1937), Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970), Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970), dan Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970 – sampai sekarang), para ilmuwan administrasi publik mengembangkan berbagai paradigma baru dalam tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan.
Menurunnya popularitas New Public Management (NPM) di seluruh dunia membangkitkan kembali pencarian akan paradigma baru di bidang administrasi publik. Beberapa alternatif NPM, seperti paradigma New Governance and Public Value, telah menonjol dalam beberapa tahun terakhir2. Perubahan dalam administrasi publik selama beberapa dekade terakhir telah dinyatakan terutama dalam hal kontras antara NPM dan administrasi tradisional. NPM dan governance sampai batas tertentu terjadi secara bersamaan, namun memiliki implikasi yang sangat berbeda untuk sektor publik (Peters, 2003: 7). Beberapa pakar administrasi publik seperti (Dunleavy, 2005; Denhardt & Denhardt, 2007; dan Dickonson, 2016) mengkritik pendekatan NPM.
NPM mengasumsikan bahwa aktor pemerintah dan aktor lainnya membuat pilihan dan melakukan tindakan berdasarkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Dalam pandangan ini, peran pemerintah adalah untuk melepaskan kekuatan pasar sehingga dapat memfasilitasi pilihan individu dan untuk mencapai efisiensi. Warga negara dipandang sebagai pelanggan, dan masalah ditangani dengan memanipulasi insentif. Pegawai negeri diharapkan menjadi pengambil risiko kewirausahaan yang mendapatkan "penawaran terbaik" dan mengurangi biaya.
Tinjauan kritis  menurut Curry (2014:3) terhadap penelitian akademik dan praktis utama mengenai tren reformasi sektor publik di masa depan dan mengidentifikasi tiga bidang utama dimana perubahan dicatat, yaitu: pergeseran dalam konteks, pergeseran pemerintahan dan keterlibatan, dan pergeseran manajemen 
Pergeseran konteks, perubahan global, faktor eksogen dan krisis keuangan cenderung terus membentuk administrasi publik. Namun, hanya ada sedikit konsensus mengenai apakah ini akan menghasilkan perubahan praktik yang mendalam, atau hanya evolusi praktik terkini yang terus berlanjut. E-government dan e-governance, tata kelola jaringan dan keterlibatan pemangku kepentingan dipandang semakin penting dalam menggeser pemerintahan, namun ini membuka pertanyaan baru tentang akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan. Akhirnya, pergeseran manajemen telah menyebabkan pertimbangan tentang apa yang berada di luar NPM Sementara perencanaan strategis, pembuatan kebijakan berbasis bukti dan pengukuran kinerja dan manajemen akan lebih berperan.







Meskipun ada beberapa kesepkatan mengenai dorongan umum dari banyak tren yang akan berpengaruh terhadap administrasi publik di masa depan, tidak ada consensus mengenai tingkat perubahan potensiL yang akan dimiliki oleh tren ini, bagaimana mereka akan dimanifestasikan atau efek apa yang akan merka dapatkan. Menurut sifatnya, banyak factor kontekstual tidak mungkin di prediksi, namun ada kesepakatan bahwa ada kemungkinan kontingensi untuk menghadapi kejadian tak terduga .
Pergeseran tata kelola pemerintahan dan keterlibatan masyarakat, menurut Frederickson (2012:242) teori dan konsep yang terkait dengan kata "pemerintahan" semakin penting bagi ilmuwan administrasi publik. Namun, bahkan saat pemerintahan menjadi sinonim virtual untuk manajemen publik dan administrasi publik, saat ini tidak jelas mengenai apa itu tata kelola pemerintahan. Tentu, tata kelola berpusat pada kebutuhan untuk memperhitungkan perubahan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pertumbuhan negara yang terfragmentasi telah membawa perubahan mendasar dalam proses dan sifat administrasi publik, sebuah perubahan yang telah mengubah konsepsi tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan bagaimana pemerintah harus melakukannya.
2.1.2.2. Tata Kelola Pemerintahan (Governance)
Tata kelola pemerintahan adalah konsep yang berkembang dan kompleks. Beralih dari paradigma yang sebagian besar berbasis administrasi dan birokrasi ke yang berbasis pada pendekatan baru terhadap manajemen publik yang menunjukkan peningkatan fleksibilitas dan fokus yang lebih besar pada penguatan institusi dan kapasitas publik, terutama dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Apa itu tata kelola pemerintahan? (Fukuyama, 2013:3) memberikan jawaban sebagai titik awal diskursus. Ia mendefinisikan tata kelola sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat dan menegakkan peraturan, dan untuk memberikan layanan, terlepas dari apakah pemerintah itu demokratis atau tidak.
“As a starting point, I am going to define governance as a government's ability to make and enforce rules, and to deliver services, regardless of whether that government is democratic or not. 

 Menurut Bevir ( 2013: 1) Tata kelola mengacu pada semua proses pemerintahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pasar, atau jaringan; apakah atas keluarga, suku, perusahaan, atau wilayah; dan apakah berdasarkan hukum, norma, kekuasaan, atau bahasa. Pemerintahan adalah istilah yang lebih luas daripada pemerintah karena tidak hanya berfokus pada negara dan institusi tapi juga pada penciptaan peraturan dan ketertiban dalam praktik sosial 
Penggunaan saat ini tidak memperlakukan tata kelola sebagai sinonim untuk pemerintah. Sebaliknya, tata kelola menandakan sebuah perubahan makna pemerintahan, mengacu pada proses pemerintahan baru; atau kondisi peraturan yang telah diubah; atau metode baru dimana masyarakat diperintah (Rhodes, 2017: 5).
Pada perhubungan tata kelola, pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas, adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dianggap sebagai kunci yang memungkinkan pemerintahan dalam memberikan kontribusi terhadap berbagai dimensi pemerintahan termasuk akuntabilitas sektor publik dan transparansi (UN, 2013: 8).
Isu krusial dunia global Abad 21 yaitu dengan berkembang pesatnya TIK mempengaruhi bukan saja proses ekonomi dan bisnis, akan  tetapi bagaimana tata kelola pemerintahan dan tentunya kebijakan publik. Globalisasi yang semakin dipicu oleh teknologi komunikasi dan informasi menghasilkan jejaring digital yang terintegrasi dan bersifat kolaboratif.
Jejaring adalah wajah era digital. Ia sebenarnya merupakan wajah asli alam dan masyarakat yang lama tersembunyi (baca: disembunyikan). Jejaring merepresentasikan kehidupan di berbagai level, di mana setiap entitas kehidupan berkomunikasi, saling mempengaruhi, dan berkreasi bersama, mulai dari level selular, sosial, sampai ke kehidupan digital.
Gagasan bahwa teknologi era informasi ditakdirkan mempunyai efek transformasi radikal pada cara pemerintah berjalan telah dikemukakan oleh para sarjana dan pemerintah sendiri. Dalam dunia akademis, banyak sarjana siber (seperti Taylor 1992) mengecam rekan-rekan mereka dalam administrasi publik dan kebijakan publik karena mengabaikan atau sangat meremehkan sejauh mana  teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara pemerintah bekerja. Sebagian (seperti Frissen 1996, 1998), bahkan terlalu jauh dengan mengatakan bahwa teknologi tersebut menandai bentuk negara yang sepenuhnya baru – dalam gagasannya, “negara virtual” dimana tekno-budaya baru menghasilkan struktur dan proses “terfragmentasi, tidak terpusat, dan non hierarkis” (Hood, 2015: 593)
Berkembangnya berbagai isu yang cepat dan sumber daya untuk mengelola pemerintahan yang terbatas, peluang untuk memanfaatkan TIK sebagai sebuah kreativitas dan kolaborasi membantu pemerintah memudahkan pekerjaan menjadi lebih baik.
Sekarang, generasi baru telah datang bersamaan dengan website, dan berkomitmen untuk mengatasi tantangan yang dihadapi negara dan dunia. Sementara itu, dengan menjamurnya isu dan tidak cukupnya sumber daya untuk mengatasi semuanya, banyak pemimpin pemerintahan mengakui peluang yang disediakan teknologi website 2.0 tidak hanya untuk membantu melakukan pekerjaan yang lebih baik. Dengan analogi, banyak yang menyebut gerakan ini Government 2.0. (O’Reilly, 2010: 11)
2.1.2.3. Tata Kelola Digital (Digital Governance)
Karakter rezim pasca - NPM saat ini sedang terbentuk. Serangkaian perubahan berpusat pada teknologi informasi akan sangat penting bagi gelombang perubahan saat ini dan berikutnya, dan berfokus pada tema reintegrasi, holisme berbasis kebutuhan, dan perubahan digitalisasi. Gerakan keseluruhan yang menggabungkan pergeseran baru ini adalah menuju “era digital governance” (DEG), yang melibatkan fungsi reintegrasi ke dalam ranah pemerintah, mengadopsi struktur holistik dan berorientasi pada kebutuhan, dan meneruskan digitalisasi proses administrasi. DEG menawarkan kesempatan unik untuk menciptakan perubahan mandiri, dalam berbagai efek teknologi, organisasi, budaya, dan sosial yang saling terkait erat (Dunleavy, et. al. 2005).
Pemerintah dan warga negara beroperasi di lingkungan digital, meninggalkan jalur digital apa pun yang mereka lakukan dan kemanapun mereka pergi. Jejak ini menghasilkan sejumlah besar informasi tentang diri mereka sendiri, satu sama lain dan setiap interaksi yang mereka miliki. Dalam konteks ini, elemen terpenting dari sebuah organisasi yang menangani orang adalah informasi yang dapat diakses dan kecerdasan yang diberikan oleh analisis informasi tersebut. Informasi dan kecerdasan menghasilkan kapasitas untuk inovasi, efisiensi dan kelincahan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat (Dunleavy dan Margetts, 2015: 1).
Digital Governance adalah istilah populer untuk berfokus pada bentuk pemerintahan baru yang baru berkembang - tata kelola elektronik. Tata pemerintahan yang baik terletak pada pilar informasi dan pengetahuan dan pengakuannya oleh para pengambil keputusan. Digitisasi seluruh rangkaian pengetahuan ini dalam jaringan yang menghubungkan setiap individu termasuk pengambil keputusan dan memberikan kebebasan demokratis kepada setiap orang untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan ini membuka jalan bagi Digital Governance      (Nath, 2003: 4).
Demokrasi menyiratkan akuntabilitas, efisiensi, penggunaan uang publik yang optimal, dan transparansi dalam semua operasi dan layanan publik, terlepas dari apakah mereka dikelola oleh sektor swasta atau publik: dalam kata, keterbukaan. Perangkat lunak dan data digital dapat sangat membantu mencapai tujuan ini dan tujuan penting lainnya. Digitasi adalah hal yang bagus, tapi hanya jika itu terbuka. Pemerintah harus memimpin jalan dalam tujuan ini, baik dengan contoh dan dengan menerapkan interoperabilitas melalui standar digital yang benar-benar terbuka (Fioretti, 2010: 337).
2.1.2.4. Pemerintahan Terbuka (Open Government)
Inti pemerintahan terbuka adalah gagasan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sebagai definisi kerja, transparansi berarti masyarakat memahami cara kerja pemerintah mereka. Partisipasi berarti publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah dengan melibatkan proses kebijakan publik dan penyedia layanan publik. Akuntabilitas berarti masyarakat dapat meminta pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya (Open Government Toolkit, 2014)
"Pemerintahan terbuka" digunakan untuk membawa sisi politik yang keras yang mengacu pada pengungkapan informasi pemerintah yang sensitif secara politis (Yu dan Robinson, 2012: 179). 
Apa itu pemerintahan terbuka? Dalam pengertian yang paling mendasar, inilah anggapan bahwa orang-orang berhak mengakses dokumen dan proses pemerintahan. Tapi arti istilah itu terus berkembang. Pemerintahan terbuka sekarang berarti pemerintah dimana warga tidak hanya memiliki akses terhadap informasi, dokumen, dan proses, namun juga dapat menjadi peserta dengan cara yang berarti. Pemerintahan terbuka juga berarti peningkatan komunikasi dan operasi di berbagai cabang dan tingkat pemerintahan. Berbagi lebih banyak secara internal dapat menghasilkan efisiensi dan akuntabilitas yang lebih besar (Lathrop, D dan Ruma, L. 2010: xix).
Konsep pemerintahan terbuka menetapkan TIK sebagai bagian dari usaha yang lebih luas untuk mengubah pemerintah agar lebih inovatif dan kolaboratif. Hal ini dapat dilihat sebagai pengembangan bidang e-government yang telah dikritik karena sebagian besar berfokus pada peningkatan layanan pemerintah, dan karena tidak melihat transformasi pemerintah secara keseluruhan menuju demokrasi yang lebih partisipatif (Hannson, K. 2014: 2).
Dua tujuan penting dari Pemerintah Terbuka adalah untuk:
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan dengan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan lebih tanggap terhadap masyarakat




Tiga istilah luas banyak digunakan untuk menggambarkan aspek utama pemrintahan terbuka:
1.	Open Data: adalah pelepasan data pemerintah secara proaktif dalam bentuk bebas, mudah diakses dan mudah dibaca mesin, untuk mendorong penggunaannya oleh bisnis, masyarakat dan pemerintah.
2.	Informasi Terbuka: adalah pelepasan informasi secara proaktif tentang program, layanan dan operasi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat.
3.	Dialog Terbuka
Keterlibatan aktif dan disengaja, dengan menggunakan cara baru untuk memberi suara publik yang bermakna dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan, program dan layanan pemerintah (IPC, 2016: 1).

2.1.2.5. Data Terbuka (Open Data)
Data terbuka dapat menjadi indikator untuk mengukur inisiatif pemerintahan terbuka, misalnya, dengan mempertimbangkan adanya atau tidak adanya dataset tertentu atau keterbukaan data secara umum
Menurut Andrew Young dan Stefaan Velhust (2017: 5), open data adalah data publik yang tersedia yang dapat diakses secara universal dan mudah, digunakan, dan didistribusikan secara gratis. Data tersebut terstruktur yang dapat digunakan (usability) dan dapat dihitung (computability).





Menerapkan pengetahuan tentang masalah dunia nyata akhirnya menghasilkan kebijaksanaan menurut Adler, Kitchin  dalam Jurnal  Stagars ( 2016: 13) bahwa  penciptaan nilai dari open data bergantung pada kemampuan untuk berbagi dan membuat data tersedia bagi pihak ketiga, bukan pada volume yang minim. Menciptakan pengetahuan terapan dari data mentah merupakan janji utama open data.
Dua elemen utama open data  menurut Ubaldi (2013:6 ) didefinisikan sebagai berikut:
1.	Data pemerintah: adalah data dan informasi yang dihasilkan atau ditugaskan oleh badan publik.









Data Pemerintah menurut Bauer dan Kaltenbock ( 2012: 11).dianggap "terbuka" jika data dipublikasikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip di bawah ini:

1. Data harus lengkap: semua data publik tersedia. Istilah "data" mengacu pada informasi atau rekaman yang tersimpan secara elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen, database, transkrip, dan rekaman audio / visual. Data publik adalah data yang tidak tunduk pada batasan privasi, keamanan atau hak istimewa yang valid, sebagaimana diatur oleh undang-undang lainnya.
2. Data harus primer: data dipublikasikan dikumpulkan di sumbernya, dengan tingkat kemungkinan kemungkinan granularitas, dan tidak berbentuk agregat atau modifikasi.
3. Data harus tepat waktu: data tersedia secepat mungkin untuk menjaga nilai data.
4. Data harus dapat diakses: data tersedia untuk pengguna terluas untuk jangkauan terluas.
5. Data harus bisa diolah dengan mesin: data terstruktur sehingga bisa diproses secara otomatis
6. Akses harus tidak diskriminatif: data tersedia untuk siapa saja, tanpa persyaratan pendaftaran.
7. Format data harus bersifat non-proprietary (hak milik): data tersedia dalam format dimana tidak ada entitas yang memiliki kontrol eksklusif.
8. Data harus bebas dari lisensi: data tidak tunduk pada peraturan hak cipta, paten, merek dagang atau peraturan rahasia dagang apapun. Pembatasan privasi, keamanan dan hak istimewa yang masuk akal diperbolehkan seperti yang diatur oleh undang-undang lainnya 

Open data adalah bidang baru, dan kompleksitasnya membuatnya kurang intuitif daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Untuk mendapatkan gambaran besar mengenai open data, potensi dan tantangannya, pemerintah harus mengembangkan agenda penelitian dan pendidikan, mengkonsolidasikan upaya penelitian, dan menangani masalah (Susha et al. 2015). Misalnya, instansi pemerintah dapat meminta universitas untuk menanamkan masalah yang tertunda dalam kurikulum mereka, dan mereka dapat mendekati topik ini dari beberapa sudut dalam program multidisiplin.
Menurut (Stagars,2016: 148) beberapa faktor dan indikator keberhasilan muncul yang penting bagi keberhasilan inisiatif open data sehingga berdampak positif. Pemerintah tanpa portal open data dapat mempertimbangkan untuk menggunakan faktor-faktor ini dalam peta jalan mereka untuk pengembangan kapasitas; portal yang ada dapat menandai program mereka dengan mereka untuk menghasilkan gagasan tambahan untuk strategi open data mereka; dan peneliti dapat menggunakannya sebagai gagasan untuk mengevaluasi inisiatif open data.
Berikut faktor keberhasilan menurut Stagars ( 2016: 148) secara lebih rinci dan menggambarkan relevansinya untuk peta jalan open data di negara-negara Asia Tenggara:
1.	Perundang-undangan, peraturan dan perizinan

a.	Kerangka hukum yang kuat untuk menerbitkan data pemerintah, menangani risiko dan kekhawatiran badan pemerintah.
b.	Peraturan operasional dalam mempublikasikan data.
c.	Kebijakan untuk kolaborasi antara lembaga dalam prakarsa data terbuka.
d.	Kebijakan yang memastikan kemudahan penggunaan data bagi pengguna data.
e.	Informasi tentang peraturan privasi dan bagaimana data terbuka dapat dipatuhi.
f.	Informasi tentang makna dan implikasi dari lisensi.

2.	Gugus tugas atau unit yang ditunjuk

a.	Pembuatan unit atau gugus tugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas infrastruktur, inisiatif, dan proses data yang terbuka.

3.	Cerita-cerita sukses
a.   Contoh penggunaan data terbuka (misalnya aplikasi) ke masyarakat
b. Cerita sukses penggunaan data terbuka
c. Keterlibatan pemain kunci komunitas untuk menyebarkan kisah sukses
4. Dorongan untuk penggunaan data
a.	Skema dorongan untuk melibatkan warga dalam penggunaan data terbuka.
b.	Dorongan inkubator startup berbasis data terbuka.
c.	Dorongan model bisnis untuk memungkinkan perusahaan mengembangkan layanan tambahan di atas platform data terbuka.
d.	Membangun komunitas berorientasi masalah melalui acara partisipatif seperti acara, kompetisi, dan hackathons (acara kolaborasi pengembangan proyek perangkat lunak) dengan kurikulum universitas, penghargaan, festival, dan sebagainya.
5. Pelatihan dan dukungan untuk penyedia data dan pengguna
a.	Layanan dukungan profesional dan pelatihan untuk pengguna data terbuka yang potensial
b.	Acara untuk mengkomunikasikan manfaat potensial dari data terbuka kepada pengguna
c.	Lingkungan belajar bagi instansi pemerintah
6. Interaksi,  Umpan balik, dan Keberlanjutan.
a.	Interaksi antara penyedia data dan pengguna data untuk merangsang rantai pasokan dan permintaan dataset
b.	Mekanisme instansi pemerintah untuk diketahui bagaimana orang menggunakan datanya
c.	Mekanisme instansi pemerintah untuk mengetahui apa yang dapat mereka pelajari dari penggunaan kembali datanya




7. Penelitian dan pendidikan
a.	Universitas dan kurikulum pendidikan berkelanjutan tentang data terbuka.
b.	Roadmap untuk area penelitian tentang data terbuka untuk mengkonsolidasikan upaya penelitian dan mengatasi masalah terbuka (Stagars, 2016: 148)

Menurut Open Government Data Assessment Methodology United Nation (2017:7) untuk membantu memahami konteks lokal yang spesifik (termasuk faktor-faktor pendukung dan hambatan dan implikasinya) untuk pengenalan inisiatif OGD dan mengidentifikasi peluang serta tantangan perlu diidentifikasi faktor pendukungnya, yaitu:
1. Komitmen pemerintah
2. Kebijakan / kerangka hukum
3. Struktur kelembagaan dan kemampuan dalam pemerintahan
4. Penyediaan data yang relevan dan permintaan untuk data
5. Keterlibatan warga dan kemampuan untuk data terbuka
6. Pendanaan untuk program OGD, dan
7. Teknologi nasional dan kemampuan infrastruktur .

2.1.2.6. Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)
Meningkatkan transparansi pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap program dan kegiatan pemerintah menurut Ubaldi ( 2013:4), open data juga dapat membantu menghasilkan wawasan tentang bagaimana memperbaiki kinerja pemerintah. Peningkatan transparansi data memberikan dasar bagi partisipasi dan kolaborasi publik dalam menciptakan layanan bernilai tambah yang inovatif. Keterbukaan data pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki pengambilan keputusan baik pemerintah maupun perorangan. 
Teknologi yang lebih baik, akses data yang lebih mudah, dan kemampuan untuk mengukur secara lebih akurat kinerja dan efektivitas biaya dari layanan pemerintah, pembuat kebijakan memiliki kesempatan untuk menempatkan yurisdiksi mereka pada jalur pengambilan keputusan berbasis bukti yang berkelanjutan (Pew-McArthur, 2014:2)
	Berikut ini tabel bagaimana open data dapat mempengaruhi kebijakan:

Key theory of change	Key Focus	Key disciplinary
traditions/Streams
1. Open data dapat membawa transparansi yang lebih besar dalam pemerintahan, yang pada gilirannya membawa pertanggungjawaban akuntabilitas aktor kunci yang lebih besar untuk membuat keputusan dan menerapkan peraturan untuk kepentingan umum.
	Negara (domain politik)	Ilmu politik, administrasi publik, studi hukum
2. Open data dapat memungkinkan inovator non-negara untuk memperbaiki layanan publik atau membangun produk dan layanan inovatif dengan nilai sosial dan ekonomi; Data terbuka akan menggeser pengambilan keputusan tertentu dari negara ke pasar, membuatnya lebih efisien.	Pasar (domain ekonomi)	Ekonomi, model bisnis, regulasi
3. Open data dapat menghilangkan ketidakseimbangan kekuatan yang diakibatkan oleh informasi asimetris, dan akan membawa pemangku kepentingan baru ke dalam perdebatan kebijakan, memberi kelompok yang terpinggirkan, sebuah pernyataan yang lebih besar dalam pembuatan dan penerapan peraturan dan kebijakan	Domain sosial	Ilmu sosial, informatika masyarakat

Sivarajah meneliti dengan menggunakan studi kasus kualitatif di UK Local Government Authority (Pemerintah Daerah Inggris, pen) – negara dimana kebijakan berbasis bukti berawal - Ia menyimpulkan hubungan antara kebijakan,  nilai dan hasil seringkali sulit dilakukan oleh warga negara dan pembuat kebijakan untuk menilai karena sifat kompleks dari siklus kebijakan. Dengan dibukanya data oleh pemerintah ada peluang lebih besar untuk transparansi, akuntabilitas dan pengambilan keputusan berbasis bukti dalam proses pembuatan kebijakan (Sivarajah, et. Al, 2016:2).
Di negara-negara demokrasi yang representatif, warga bergantung pada perwakilan terpilih dan pemerintah daerah mereka untuk mengambil keputusan kebijakan yang menangani tantangan masyarakat dan memberi nilai tambah bagi masyarakat lokal mereka. Warga negara sekarang memiliki kesempatan untuk menilai dampak dan nilai kebijakan yang diperkenalkan oleh perwakilan terpilih mereka dan meminta pertanggungjawabannya dengan memanfaatkan data terbuka yang tersedia untuk umum (Sivarajah, 2016: 2).
 Menilai bagaimana open data dapat mempromosikan pembuatan kebijakan berbasis bukti, ada baiknya untuk memahami bagaimana temuan penelitian dapat mengarah pada kebijakan berbasis bukti. Asumsi umum tentang penelitian adalah bahwa temuan tersebut harus berdampak langsung pada keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan dan praktisi. Namun, pada kenyataannya, analisis yang lebih dalam diperlukan untuk membedakan berbagai jalur di mana hasil dari penelitian memasuki kebijakan dan praktik. Masalah ini bukan hal baru, bagaimanapun, dan dengan kemajuan teknologi untuk memfasilitasi diseminasi penelitian, serta akses data yang lebih mudah melalui open data, topik tersebut perlu didiskusikan lebih lanjut (Larquemin, 2015: 124).
Studi yang dilakukan oleh Larquemin, di India sebagai salah satu negara dalam OGP memberikan gambaran umum tentang literatur tentang topik pembuatan kebijakan berbasis bukti dan open data. Ia menyoroti hambatan utama dalam penelitian yang mempengaruhi kebijakan, dan juga memungkinkan dilakukannya kebijakan penelitian yang lebih efisien, lebih jauh menguraikan berbagai kemungkinan yang timbul dengan penggunaan open data karena berdampak pada pembuatan kebijakan.
Inisiatif open data disusun dengan baik di India dengan kerangka hukum dan dukungan yang kuat dari otoritas publik. Namun, gerakan ini tetap terbatas di kalangan peneliti lokal dan dapat memberi manfaat lebih jika kesadaran dan upaya penjangkauan yang cukup dilakukan. Periset yang mengetahui open data umumnya menggunakan data publik terbuka lama sebelum peluncuran portal open data yang spesifik. Jika mereka menilai aksesibilitasnya, mereka mengharapkan lebih banyak dari open data: lebih banyak data dirilis, dalam format yang lebih baik dan lebih ramah terhadap pengguna dan disertai dengan metadata yang relevan. Unsur-unsur tersebut akan membantu peneliti memanfaatkan open data dengan lebih baik dalam pekerjaan mereka (Larquemin, 2015: 142).

2.1.2.7		Data Terbuka dengan Data Besar
Menurut Larquemin (2015: 180,) Data terbuka mengacu pada informasi apa pun yang telah tersedia bagi siapa saja untuk mengakses, mengubah, dan berbagi. Itu bisa dari sumber publik, mis. data pemerintah, atau dari bisnis, mis. intelijen perusahaan, dan dapat digunakan untuk tujuan komersial dan non-komersial. Agar dataset untuk penambangan data dianggap benar-benar terbuka, ada dua persyaratan khusus:
1)	Terbuka secara teknis - Informasi harus disajikan dalam format yang jelas dan dapat dibaca mesin, memungkinkannya diproses dengan mudah oleh aplikasi komputer.
2)	Terbuka secara legal - Dataset harus jelas dilisensikan sebagai terbuka, artinya dapat digunakan kembali tanpa batasan.
Data terbuka sangat penting dan akan menjadi lebih penting di masa mendatang yang tidak terlalu jauh. Ini terjadi karena sejumlah alasan:
1)	Transparansi - Sifat dari data terbuka berarti bahwa sekarang ada tingkat transparansi yang lebih besar daripada sebelumnya, terutama ketika menyangkut informasi pemerintah. Pemerintah Inggris membuka situs data Data.gov.uk saat ini memiliki sekitar 40.000 kumpulan data, termasuk semuanya, mulai dari pengeluaran pemerintah hingga statistik kejahatan, dan ini sedang digunakan lebih dari sebelumnya; dalam survei terbaru oleh Open Data Institute, 70% responden mengatakan mereka menggunakan data terbuka yang disediakan pemerintah.
2)	Manfaat ekonomis - Menurut penelitian dari ODI, perusahaan data terbuka di Inggris (yaitu, mereka yang menggunakan, memproduksi atau berinvestasi dalam data terbuka), memiliki total omset sekitar £ 92 miliar dan mempekerjakan lebih dari 500.000 orang. Ini, ditambah dengan penelitian dari Lateral Economics yang mengungkapkan bahwa data terbuka menciptakan 0,5% lebih banyak PDB daripada data berbayar, menggambarkan betapa pentingnya data terbuka bagi perekonomian kita.
3)	Manfaat Sosial - Membuka data berarti banyak peluang bagi perusahaan dan organisasi untuk membuat proyek dan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, baik itu meningkatkan transportasi publik, menyediakan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, atau memantau polusi udara dan kebisingan, seperti dalam kasus mulai OpenSensors.io.

Jadi data terbuka adalah informasi yang tersedia untuk umum untuk digunakan, apa pun tujuannya. Data besar, di sisi lain, adalah kumpulan data yang berskala besar; sedemikian rupa sehingga mereka biasanya tidak dapat ditangani oleh perangkat lunak yang biasa. Cara berpikir yang paling sederhana adalah bahwa data terbuka ditentukan oleh penggunaannya dan data besar berdasarkan ukurannya.
Data besar yang juga terbuka dapat sangat bermanfaat bagi bisnis, terlepas dari ukuran atau industri. Selain data in-house seperti informasi penjualan dan lalu lintas situs web, ada sejumlah sumber yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan bisnis. Mungkin salah satu yang paling jelas adalah media sosial; trending topik di Facebook dan Twitter dapat menawarkan wawasan hebat tentang peluang potensial untuk memasarkan produk atau layanan yang tepat waktu; Google Trends juga dapat berfungsi dengan baik untuk ini. Sumber data publik seperti info cuaca yang ditawarkan oleh Met Office dapat digunakan untuk tujuan pemasaran serta prediksi penjualan untuk produk terkait cuaca seperti krim matahari dll.
Salah satu kegunaan besar data terbuka yang besar adalah intelijen perusahaan. Setelah dapat diakses hanya oleh mereka yang memiliki anggaran untuk membayarnya, kini mungkin bagi siapa saja untuk meriset bisnis secara gratis, khususnya terima kasih atas jumlah data yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dibuka oleh Global Database.
Dengan platform data terbuka ini, Anda dapat melihat hal-hal seperti akun laba rugi, neraca dan arus kas, detail karyawan, wawasan teknologi, struktur grup, dan banyak lagi. Dengan gambaran umum yang baik dari masing-masing perusahaan, Anda dapat dengan mudah menggunakan data untuk hal-hal seperti kualifikasi memimpin, pemeriksaan latar belakang, rekrutmen, atau meneliti pesaing, dan dengan total empat juta perusahaan Inggris yang disimpan dalam database, kemungkinan besar akan menyimpan informasi yang Anda miliki. sedang mencari.
Pentingnya big data tidak berkisar pada seberapa banyak data yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan data tersebut. Anda dapat mengambil data dari sumber apa pun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang memungkinkan
 1) pengurangan biaya,
 2) pengurangan waktu, 
3) pengembangan produk baru, dan penawaran yang dioptimalkan, serta





 Saat Anda menggabungkan big data dengan analitik (​https:​/​​/​www.sas.com​/​id_id​/​insights​/​analytics​/​what-is-analytics.html​) berkekuatan tinggi, Anda dapat menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan bisnis seperti:
1)	Menentukan akar penyebab kegagalan, masalah, dan kegagalan hampir secara real time.
2)	Menghasilkan kupon di titik penjualan berdasarkan kebiasaan membeli pelanggan.
3)	Menghitung ulang seluruh portofolio risiko dalam hitungan menit.
4)	 Mendeteksi perilaku curang sebelum memengaruhi organisasi Anda.

2.1.2.8 Open Data dengan Pemanfaatan Big Data
	Big data adalah kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks, terutama dari sumber data baru.Set data ini sangat banyak sehingga software pemrosesan data tradisional tidak dapat mengelolanya. Namun, sejumlah besar data ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah bisnis yang sebelumnya tidak dapat tangani.
Salah satu penjelasan paling mudah dimengerti tentang big data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik. Big data bisa dibilang sebagai sebuah konsep tentang kemampuan kita untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mengerti jumlah data yang cukup besar yang datang setiap harinya.
Big data sendiri memiliki hukum 3V, yaitu:
1)	Volume. Ukuran data memang penting. Sesuai dengan namanya, Anda perlu memproses volume data yang cukup besar untuk big data.
2)	Velocity. Velocity disini adalah kecepatan yang sangat cepat di mana data diterima dan (mungkin) langsung digunakan. Biasanya, kecepatan tertinggi aliran data langsung ke memori dibandingkan yang ditulis ke disk. Beberapa smart devices yang menggunakan internet beroperasi dalam waktu nyata atau mendekati waktu nyata dan akan memerlukan evaluasi dan tindakan secara real-time.
3)	Variety. Variety yang dimaksud disini adalah berbagai jenis data yang tersedia. Jenis data tradisional biasanya lebih terstruktur. Dengan semakin berkembangnya big data, ada juga data yang belum terstruktur. Data yang belum terstrukur atau semi terstruktur seperti text, audio, dan video memerlukan waktu untuk diproses agar Anda bisa tahu arti dari data-data ini.
Data tentunya memiliki value, tetapi itu belum ada gunanya sampai value itu ditemukan. Sama pentingnya: seberapa jujur ​​(veracity) data Anda — dan seberapa banyak Anda dapat mengandalkannya? Jaman sekarang, big data dianggap sebagai modal. Pikirkan beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia. Sebagian besar nilai yang mereka tawarkan berasal dari data mereka, yang terus-menerus mereka analisa untuk menawarkan layanan yang lebih baik dan mengembangkan produk dan fitur-fitur baru.
Terobosan teknologi baru-baru ini telah secara eksponensial mengurangi biaya penyimpanan dan komputasi data, membuatnya lebih mudah dan lebih murah untuk menyimpan lebih banyak data daripada sebelumnya. Dengan peningkatan volume data besar sekarang lebih murah dan lebih mudah diakses, Anda dapat membuat keputusan bisnis yang lebih akurat dan tepat.
Menemukan nilai dalam data besar tidak hanya tentang proses analisanya. Ini adalah proses penemuan menyeluruh yang membutuhkan analisa yang berwawasan, mengenali pola, membuat asumsi, dan memprediksi perilaku agar data yang Anda dapatkan bisa membantu membuat keputusan bisnis yang tepat.

2.1.2.9     Teori Open Data
Berikut ini indikator faktor keberhasilan open data (Stagars, 2016):
1.	Perundang-undangan, peraturan dan perizinan
a)	Kerangka hukum yang kuat untuk menerbitkan data pemerintah, menangani risiko dan kekhawatiran badan pemerintah.
b)	Peraturan operasional dalam mempublikasikan data.
c)	Kebijakan untuk kolaborasi antara lembaga dalam prakarsa data terbuka.
d)	Kebijakan yang memastikan kemudahan penggunaan data bagi pengguna data.
e)	Informasi tentang undang-undang privasi dan bagaimana data terbuka dapat sesuai dengan Informasi tentang makna dan implikasi dari lisensi.
2.	Gugus tugas atau agen yang ditunjuk
a)	Pembuatan agen atau gugus tugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas infrastruktur, inisiatif, dan proses data yang terbuka. Di negara dengan penggunaan data yang berhasil dibuka, keterlibatan pemain kunci lainnya seperti komunitas memberikan kisah sukses.
3.	Insentif untuk mendorong penggunaan data
a) Skema insentif untuk melibatkan warga dalam penggunaan data terbuka.
b)	Dorongan inkubator startup berbasis data terbuka.
c)	Dorongan model bisnis untuk memungkinkan perusahaan mengembangkan layanan tambahan di atas platform data terbuka.
d)	Membangun komunitas berorientasi masalah melalui acara partisipatif seperti acara, kompetisi, dan hackathons (acara kolaborasi pengembangan proyek perangkat lunak) dengan kurikulum universitas, penghargaan, festival, dan sebagainya.
4.	Pelatihan dan dukungan untuk penyedia data dan pengguna, Interaksi, Umpan balik, dan Keberlanjutan.
a)	Layanan dukungan profesional dan pelatihan untuk pengguna data terbuka yang potensial
b)	Acara untuk mengkomunikasikan manfaat potensial dari data terbuka kepada pengguna
c)	Sebuah lingkungan belajar bagi instansi pemerintah
d)	Interaksi antara penyedia data dan pengguna data untuk merangsang rantai pasokan dan permintaan dataset,
e)	Mekanisme instansi pemerintah untuk diketahui bagaimana orang menggunakan datanya
f)	Mekanisme instansi pemerintah untuk mengetahui apa yang dapat mereka pelajari dari penggunaan kembali datanya
g)	Mekanisme lembaga pemerintah untuk mengetahui bagaimana mereka dapat memperbaiki publikasi data mereka dari umpan balik pengguna
5.	Penelitian dan pendidikan
a)	Universitas dan kurikulum pendidikan berkelanjutan tentang data terbuka.
b)	Roadmap untuk area penelitian tentang data terbuka untuk mengkonsolidasikan upaya penelitian dan mengatasi masalah terbuka

2.2. Kerangka Berpikir
Administrasi Publik mengalami pergeseran dalam konsep tata kelola dan pemerintahan, dengan nilai utama yaitu: akuntabilitas, transparansi, kepercayaan publik. Selain itu, pergeseran manajemen pemerintahan terjadi dengan menguatnya pembuatan kebijakan berbasis bukti.
Konsep umum tentang tata kelola pemerintahan (governance) di era digital, open data dipengaruhi oleh banyak faktor dari dua indikator yang dipakai yaitu Stagars (2016)). Hal lainnya, revolusi 4.0 salah satunya mensyaratkan adanya open data.  Transparansi dan akuntabilitas adalah argumen dasar akan keniscayaan lembaga pemerintah untuk mempublikasikan open data, penting untuk memanfaatkan nilai potensial data bagi penggunaan secara internal oleh para pembuat kebijakan. Mempublikasikan data melalui konsep open data dalam bentuk yang baku (mentah), merupakan cara yang sangat penting untuk memperoleh informasi dan menyajikan bukti penting yang dibutuhkan untuk pembuatan kebijakan oleh pemerintah.
open data adalah sebuah konsep yang dapat menjadi jalan menuju terwujudnya pemerintahan terbuka. Dengan memiliki transparasi dan akuntabilitas kebijakan. Hasil dari open data adalah sebagai dasar dari pembuatan kebijakan berbasis bukti. 
Kondisi  open data Kota Bandung saat ini adalah  merapihkan standar data, pelatihan sumber daya manusia, dan yang terkait dengan manajemen data di setiap internal dinas masing-masing. Dampak kecilnya terkait harga-harga bahan pokok yang sebenarnya hal itu baru sekedar data yang diolah untuk menghasilkan informasi, belum sampai pada pengambilan kebijakan dan data mentah untuk diolah dalam pengambilan keputusan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum terlihat kearah sana, padahal salah satu tujuannya untuk meningkatkan ekonomi dan investasi. Apakah potensi open data untuk UMKM tidak ada? jawabannya sangat potensial, tetapi memang kondisinya belum signifikan. Data  sendiri merupakan titik kunci dari revolusi 4.0, siapa yang mengelola data dengan benar maka dia yang menang baik pada sektor publik maupun swasta.
Berikut ini indikator faktor keberhasilan open data (Stagars, 2016):
1.	Perundang-undangan, peraturan dan perizinan
a)	Kerangka hukum yang kuat untuk menerbitkan data pemerintah, menangani risiko dan kekhawatiran badan pemerintah.
b)	Peraturan operasional dalam mempublikasikan data.
c)	Kebijakan untuk kolaborasi antara lembaga dalam prakarsa data terbuka.
d)	Kebijakan yang memastikan kemudahan penggunaan data bagi pengguna data.
e)	Informasi tentang undang-undang privasi dan bagaimana data terbuka dapat sesuai dengan Informasi tentang makna dan implikasi dari lisensi.
2.	Gugus tugas atau agen yang ditunjuk
a)	Pembuatan agen atau gugus tugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas infrastruktur, inisiatif, dan proses data yang terbuka. Di negara dengan penggunaan data yang berhasil dibuka, keterlibatan pemain kunci lainnya seperti komunitas memberikan kisah sukses.
3.	Insentif untuk mendorong penggunaan data
a) Skema insentif untuk melibatkan warga dalam penggunaan data terbuka.
b)	Dorongan inkubator startup berbasis data terbuka.
c)	Dorongan model bisnis untuk memungkinkan perusahaan mengembangkan layanan tambahan di atas platform data terbuka.
d)	Membangun komunitas berorientasi masalah melalui acara partisipatif seperti acara, kompetisi, dan hackathons (acara kolaborasi pengembangan proyek perangkat lunak) dengan kurikulum universitas, penghargaan, festival, dan sebagainya.
4.	Pelatihan dan dukungan untuk penyedia data dan pengguna, Interaksi, Umpan balik, dan Keberlanjutan.
a)	Layanan dukungan profesional dan pelatihan untuk pengguna data terbuka yang potensial
b)	Acara untuk mengkomunikasikan manfaat potensial dari data terbuka kepada pengguna
c)	Sebuah lingkungan belajar bagi instansi pemerintah
d)	Interaksi antara penyedia data dan pengguna data untuk merangsang rantai pasokan dan permintaan dataset,
e)	Mekanisme instansi pemerintah untuk diketahui bagaimana orang menggunakan datanya
f)	Mekanisme instansi pemerintah untuk mengetahui apa yang dapat mereka pelajari dari penggunaan kembali datanya
g)	Mekanisme lembaga pemerintah untuk mengetahui bagaimana mereka dapat memperbaiki publikasi data mereka dari umpan balik pengguna
5.	Penelitian dan pendidikan
a)	Universitas dan kurikulum pendidikan berkelanjutan tentang data terbuka.


























	Berdasarkan kerangka berpikir, maka peneliti mengajukan proposisi penelitian ini sebagai berikut:
1. Inisiatif open data di Kota Bandung adalah jalan untuk menerapkan praktek pemerintahan terbuka dan kebijakan berbasis bukti dengan menerapkan dimensi Perundang-undangan, peraturan dan perizinan, dimensi gugus tugas atau agen yang ditunjuk , dimensi insentif untuk mendorong penggunaan data, dimensi pelatihan dan dukungan, serta dimensi penelitian dan pendidikan.
2. Penerapan open data dengan menggunakan big data di Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung diukur melalui tata kelola open data untuk melihan pertumbuhan income UMKM dengan menerapkan dimensi Perundang-undangan, peraturan dan perizinan, dimensi gugus tugas atau agen yang ditunjuk , dimensi insentif untuk mendorong penggunaan data, dimensi pelatihan dan dukungan, serta dimensi penelitian dan pendidikan.
3. Model Pemanfaatan open data dengan menggunakan big data dalam meningkatkan UMKM Kota Bandung

Gambar 1. Faktor Open Data di Indonesia (Sumber: Open Data Index 2015 dalam Stagars, 2016: 68)

Gambar 2 . Pendekatan Administrasi Publik (Sumber: GildenHuys, J. S. H. 2004: 16).

Gambar 3. Tren kunci yang mempengaruhi masa depan Admininistrasi Publik
(Sumber: Curry, 2014: 8) 

Gambar 4. Piramida Data, Informasi, Pengetahuan dan Kebijaksanaan (Sumber: Stagars, 2016: 15).

Gambar 5. Irisan yang membentuk Open Government Data
(Sumber: World Bank Support for Open Data 2012-2017, 2017: 2).

 (Sumber: ODDC Report, 2013: 17)

Tabel 1. Open data dan kebijakan berbasis bukti

Tabel 1. (Sumber: ODDC Report, Researching The Emerging Impacts of Open Data: ODDC Conceptual Framework,  2013: 17 )

Administrasi Publik (Henry dalam Waldt, 2013)

Pergeseran paradigma dan tren masa depan administrasi publik:
1. Shift in governance and engagement: accountability, transparency, and trust.




(Bevir, 2013) (Fukuyama, 2013)

Tata kelola digital
(Dunleavy, et. al. 2005)

Pemerintahan terbuka (Lathrop, D dan Ruma, L. 2010)

Open data & Big Data (Stagars, 2016)

Kebijakan berbasis bukti (Ubaldi, 2013)

Perundang-undangan, peraturan dan perizinan, Gugus tugas atau unit yang ditunjuk, Cerita-cerita sukses, Dorongan untuk penggunaan data, Pelatihan dan dukungan untuk penyedia data dan pengguna, Interaksi,  Umpan balik, dan Keberlanjutan, Penelitian dan pendidikan (Stagars, 2016: 148)








Model meningkatkan Pendapatan UMKM Kota Bandumg

: Garis hubungan
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